LSM Kudeta: Pemda Harus
Bertanggung Jawab Polemik
Tambang Galian C

Bombana, Sultranet.com - Direktur Investasi LSM Komite untuk Demokrasi
dan Transparansi Anggaran (Kudeta) Sulawesi Tenggara, Arsyad Abdullah,
menyoroti polemik tambang galian C di Kabupaten Bombana yang hingga kini
belum menemukan solusi. Ia menilai masalah ini telah berlangsung bertahun-
tahun tanpa ada penyelesaian yang jelas.

“Polemik tambang galian C di Bombana adalah momentum untuk berbenah.
Permasalahan ini sudah lama berlarut-larut, dan hingga kini tak ada solusi. Ini
tanggung jawab bersama,” ujar Arsyad, Minggu (12/1/2025).

Menurutnya, kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) untuk
galian C kini berada di tingkat provinsi. Namun, secara ekonomi, tambang galian
C sulit menarik minat pelaku usaha karena dianggap tidak menguntungkan.

“Tambang bebatuan ini skala ekonominya kecil. Untuk mencapai keuntungan,
lokasi tambang harus dekat dengan tempat pemanfaatan karena biaya angkut
yang mahal. Kalau jaraknya jauh, ongkosnya lebih besar dari nilai material itu
sendiri,” jelasnya.

Arsyad menambahkan, kebutuhan bebatuan seperti pasir dan batu di Bombana
sangat tinggi untuk mendukung pembangunan daerah. Namun, ketidaksesuaian
regulasi menjadi penghambat utama.

“Pemerintah daerah juga harus bertanggung jawab. Selama ini, mereka
memungut pajak galian C dari para pelaku usaha, tetapi tidak memberikan
dukungan regulasi yang jelas. Jika semua aktivitas tambang dinyatakan ilegal,
pertanyaannya adalah dari mana pajak itu dipungut?” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi langkah aparat penegak hukum yang menindak tambang
ilegal, namun meminta agar solusi permanen segera dirumuskan.

“Penegak hukum punya kewenangan untuk menegakkan aturan, tetapi Pemda
Bombana dan DPRD harus duduk bersama mencari jalan keluar. Jangan sampai
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pembangunan di tahun 2025 terhambat hanya karena persoalan regulasi ini,”
ujarnya.

Arsyad menilai, semua pihak harus berbagi tanggung jawab. Ia menekankan
bahwa tidak ada pihak yang bisa sepenuhnya disalahkan.

“Pemda Bombana dan DPRD harus segera menggelar pertemuan dengan aparat
penegak hukum dan para pemangku kepentingan untuk menyusun solusi
permanen. Jika tidak, maka yang paling berdosa adalah Pemda yang selama ini
menarik pajak tanpa memberikan dukungan regulasi,” pungkasnya.

Masyarakat Bombana berharap adanya kejelasan regulasi agar kebutuhan
material tambang untuk pembangunan dapat terpenuhi tanpa melanggar hukum.

Di sisi lain, pemerintah dan aparat diharapkan dapat bekerja sama demi
menyelesaikan polemik yang sudah bertahun-tahun ini.



